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RINGKASAN 

 

 Pelayanan administrasi merupakan suatu hak yang wajib diterima oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Dapat diketahui juga pelayanan publik adalah 

pelayanan yang diselenggarakan oleh bagian manajemen publik dalam memenuhi kebutuhan 

publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu, manajemen pelayanan 

harus melayani masyarakat dengan baik, benar dan sopan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh 

informasi, mengidentifikasi prosedur pelayanan dan aparatur pemerintah, serta faktor pendukung 

dan penghambatnya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Blimbing, Kota Malang. Sumber data yang 

digunakan peneliti, yaitu data primer dan data skunder, dengan penentuan informan menggunakan 

snowball sampling. Penelitian menggunakan tahap tanya jawab, pengamatan dan pengambilan 

gambar. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada saat memberikan pelayanan 

administrasi, pegawai kantor kelurahan Blimbing sudah maksimal dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Adapun faktor penghambatnya 

ialah kurangnya fasilitas dan juga minimnya tenaga kerja, serta faktor pendukungnya ialah 

organisasinya baik, kantornya nyaman dan lokasi sangat strategis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pada awalnya, pemerintah dibentuk untuk mengatur masyarakat, sehingga wilayah yang 

dihuni masyarakat dapat terhindar dari berbagai kekacauan. Kesejahteraan dapat terwujud dengan 

baik apabila kedamaian dalam suatu wilayah dapat terjaga. Pada era globalisasi yang penuh dengan 

tantangan pemerintah yang terdiri dari aparatur negara  merupakan pelayan masyarakat. Sebagai 

pelayanan masyarakat, aparatur negara harus memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat 

dapat dilayani dengan baik.  

Pembangunan pelayanan administrasi yang baik sangat dibutuhkan kualitas kinerja 

pemerintah yang efektif dan efisien, sehingga kesatuan kerjasama mampu meningkatkan 

kepercayaan terhadap masyarakat. Hopson dan Scally, 1977:227 mengatakan bahwa melayani 

masyarakat yang baik itu seperti melayani publik dengan sopan,ramah,jujur, dan memberikan 

pelayanan yang tidak menyimpang satu sama lain. Suatu organisasi itu sangat penting karena pada 

dasarnya ingin mencapai sasaran dan suatu tujuan yang sudah disepakati bersama sesuai standar 

operasional yang berlaku dan tindakan yang penuh rasa tanggung jawab. Dalam peraturan 

perundang-undangan pasal 25 ayat (1) bahwa Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kelurahan 

yang dipimpin lurah. Dan juga pada ayat (3) tertera bahwa tugas lurah meliputi: pelaksanaan 

kegiatan pemerintah kelurahan; pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan 

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam lingkungan pemerintah kelurahan, lurah dan perangkat lurah sebagai tugas 

pemerintah di kelurahan yang diharapkan bisa melaksanakan tugas pemerintah lurah secara efektif 

demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Blimbing adalah suatu instansi 

pemerintah yang berupaya melakukan pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan dengan 

memberikan pelayanan administrasi secara efektif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di 

kelurahan. Sasaran utama efektivitas adalah pelaksanaan tugas pemerintah lurah yakni terciptanya 

pelayanan yantg baik dan setulus hati kepada publik. Namun faktanya pelayanan administrasi di 



 
 

Kelurahan Blimbing masih belum sepenuhnya memadai,dimana minimnya pegawai di bagian 

pelayanan  serta  fasilitas yang kurang lengkap, contohnya komputer, printer, serta kotak saran dan 

papan pengumuman yang tidak digunakan semestinya. Sehingga hal ini dapat dikatakan kurang 

efektifnya Kantor Kelurahan Blimbing dalam menjalankan dan memberikan pelayanan 

administrasi kepada masyarakat.  Rendahnya tingkat pelayanan kantor Kelurahan Blimbing dapat 

dilihat dari minimnya pengawasan yang ada di Kelurahan Blimbing. 

Perangkat lurah merupakan sebagai aparatur pemerintah lurah yang mempunyai tugas pokok 

diantaranya sudah tercerminkan dalam tugas penyelenggaraan umum pemerintah dan 

pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan.  

Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip 

yang meliputi: prosedur yang simpel, jelas, pasti, waktu, akurasi produk pelayanan publik, 

kelengkapan fasilitas, keamanan, tanggung jawab, kemudahan akses, disiplin, sopan, ramah, dan 

aman.  

Institusi penyelenggaraan pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan publik untuk 

menjamin agar diberikan pelayanan yang berkualitas oleh penyedia pelayanan publik sehingga 

masyarakat yang menerimanya merasakan adanya nilai tinggi terhadap pelayanan tersebut. Tanpa 

adanya standar pelayanan publik, maka pelayanan yang diberikan tidak jauh  dari harapan publik 

sendiri.   

Maka dari itu seharusnya setiap pemerintah sudah menerapkan standar pelayanan yang baik, 

sehingga fungsi pelayanan organisasi pemerintah menjadikan pelayanan administrasi yang lebih 

baik dalam menciptakan organisasi yang efektif. Melihat dari berbagai fenomena yang ada maka 

peneliti tertarik dengan penelitian dengan judul ’’ Pelayanan Kantor Kelurahan Dalam 

Memberikan Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat’’.  

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana prosedur pelayanan dan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan 

administrasi terhadap masyarakat ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan administrasi 

terhadap masyarakat ? 



 
 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui prosedur pelayanan dan aparatur pemerintah kantor kelurahan dalam 

memberikan pelayanan administrasi terhadap masyarakat. 

2. Mengetahui faktor pendukung dang penghambat yang mempengaruhi pelayanan publik di 

kantor Kelurahan Blimbing. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian dapat menyumbangkan pendapat yang nantinya bisa dijadikan pedoman untuk 

peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai pemahaman dalam memahami dan memecahkan 

masalah secara ilmiah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan instansi terkait dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

c. Sebagai sarana informasi dan pengetahuan baru tentang pelayanan kepada masyarakat. 
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